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MOTTO 

 

“Pajak akan menjadi andalan negara seiring dengan meningkatnya peran 

negara dalam tata ekonomi politik dunia.  

(Tax will be the country mainstay along with the increasing role of the state in 

the world political economy)”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 *)Vito Tanzi, Sumber: Government vs Market: the Changing Economic Role of the 

State, Cambridge University Press: 2011 
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RINGKASAN 

 

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Madiun; Alviola Rizqi Haryanti, 170903101017; 2020 ; 163 halaman; 

Program Studi  DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan Pajak 

Daerah tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 

2017. 

Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini adalah tentang 

pelaksanaan administrasi khususnya kegiatan perpajakan pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini 

dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 1 Februari 

2020 - 16 Maret 2020.  

Kegiatan pada Praktik Kerja Nyata (PKN) yaitu mempelajari berbagai hal 

yang berkaitan dengan Pajak Daerah atas Pajak Restoran. Kegiatan tersebut 

memperoleh gambaran tentang perubahan pemungutan pajak daerah setelah adanya 

Peraturan Walikota Madiun No 5 Tahun 2019 tentang Pemungutan Pajak Daerah,  

dan perubahan pelayanan pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Madiun yang terdiri dari mekanisme pendataan dan 

pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan. 

Praktik Kerja Nyata (PKN) ini penulis mempelajari berbagai macam Pajak Daerah 

yang terdiri dari Pajak Restoran yang menganut Self Assessment System pada Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Penulis juga mengumpulkan data 

dalam Laporan Tugas Akhir dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara 

kepada petugas (Fiskus) maupun kepada Wajib Pajak. Data yang diambil ketika di 

lapangan. Bagian Pendataan dan pendaftaran merupakan proses awal Wajib Pajak 

melaporkan usahanya dan memperoleh NPWPD. Perhitungan yaitu ketika Wajib 
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Pajak menghitungkan pajak terhutang yang akan di setorkan ke Kas Daerah, namun 

dalam perhitungan ini sebelum adanya peraturan yang membahas pemungutan 

pajak daerah, petugas membantu untuk menghitung kembali pajak terhutangnya 

wajib pajak dengan menggunakan rekapan/bill. Penetapan yaitu petugas (fiskus) 

menetapkan perhitungan yang telah dihitung Wajib Pajak Restoran telah sesuai 

dengan tarif pada Peraturan Daerah Kota dan omzet dalam satu bulan, dalam 

penetapan tersebut, tugas fiskus mengawasi dan penerbitan SKPD bagi pajak 

restoran tidak diterbitkan setelah adanya peraturan. Pembayaran dan Penagihan, 

Pembayaran yaitu Wajib Pajak membayarkan pajak terhutangnya kepada petugas 

penagihan atau kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

sedangkan penagihan yaitu ketika Wajib Pajak tidak membayar dan melaporkan 

pajak terhutangnya berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan yang telah diatur 

Pemerintah Daerah Kota Madiun, namun sebelum adanya Peraturan Walikota yang 

membahas mengenai tata cara pemungutan pajak daerah, peran petugas (fiskus) 

dalam penagihan sangat dominan dibandingkan dengan pelayanan yang terbaru dan 

wajib pajak yang dulunya pasif sekarang lebih aktif. Pelaporan Pajak terhutang 

yaitu menyerahkan laporan SPTPD berdasarkan jatuh tempo yang telah diatur 

Pemerintah Daerah Kota Madiun, namun sebelum diberlakunya peraturan, 

beberapa wajib pajak tidak melaporkan pajaknya secara pribadi, melainkan 

meminta petugas (fiskus) untuk mendatangi wajib pajak dan SPTPD diserahkan ke 

petugas pemungut untuk dokumennya diserahkan ke pelayanan pajak daerah. 

Diberlakukannya Peraturan Walikota Madiun mengenai Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah saat ini, dalam pengaturan pelayanan pajak daerah yang lama dan 

yang baru sangatlah berbeda, dalam pelayanan yang baru khususnya Pajak 

Restoran, kini semakin mudah dan petugas tidak lagi mendatangi wajib pajak untuk 

menagih pembayaran pajak terutang dan menagih laporan pajak restoran. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0103/UN25.1.2/SP/2020, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi,  Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.  
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BAB 1.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Pasal 1 angka 5. Diberlakukannya otonomi daerah di setiap daerah, 

diberikan hak dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing 

termasuk menggali sumber pendapatan dan menggali potensi yang ada di 

daerah tersebut. Tujuan otonomi negara yaitu agar tidak terjadi pemusatan 

dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya 

pemerintah dan pembangunan berjalan lancar, agar pemerintah tidak hanya 

dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberikan hak untuk 

mengurus sendiri kebutuhannya, agar kepentingan umum suatu daerah dapat 

diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang 

mempunyai kekhususan sendiri (Wulandari, 2018:1).   

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan 

keuangan Negara disamping penerimaan lainnya (Puspita,yeni & Galih 

wicaksono, 2018:388). Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat bagaimana suatu 

daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Wulandari, 2018:23).  

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan utama 

dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

daerah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan 

memperbaiki insfrastruktur, menyediakan fasilitas publik (Puspita,yeni & Galih 
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wicaksono, 2018: 386). Apabila pemerintah daerah memperhatikan dengan baik 

bahwa pajak merupakan pendapatan asli daerah yang memiliki potensi, hingga 

memiliki indikator yang sangat penting, untuk menuju ke arah otonomi yang 

sesungguhnya. Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat 

pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara 

dan pajak daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Samudra, 2016:67).  

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa imbalan 

(Kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3),  selain itu Pajak Daerah 

merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017:45). Pajak Daerah 

terdapat 2 macam, yaitu terdiri  Pajak Daerah Provinsi  (Tingkat 1) dan Pajak 

Daerah Kota/Kabupaten (Tingkat 2). Pajak Provinsi terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 

Sedangkan Pajak Daerah Kota/Kabupaten terdiri dari Pajak Restoran, Pajak 

Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan. Retrbusi Daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran 

jasa atau pemberian izin yang khususnya disediakan atau diberikan kepada 

pemerintah daerah untuk masyarakat atau badan di daerah tersebut, terdiri dari 

Restribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Jasa Perizinan, Restribusi Pelayanan 

Kesehatan, Restribusi Kebersihan, Restribusi Pasar Grosir, Restribusi Alat 
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Pemadam kebakaran, Restribusi Rumah Potong Hewan, Restribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah (Aziz, 2015:53). 

Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur  yang memiliki 

potensi besar dalam penerimaan pendapatan daerah, Sehingga memicu 

banyaknya restoran yang berdiri di daerah tersebut, maka potensi pendapatan 

daerah akan semakin besar. Peraturan Daerah No 23 tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah Kota Madiun merupakan peraturan yang mengatur bagaimana 

pengelolaan Pajak Daerah dan upaya pemerintah mengatur peraturan Pajak 

Daerah tersebut telah terlaksana, namun masih banyak celah dalam 

menjalankan aturan-aturan yang ada di Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota tersebut. Salah satu pajak yang menjadi sumber potensi pendapatan 

daerah pada Kota Madiun adalah Pajak Restoran. Usaha restoran yang terdapat 

di Kota Madiun saat ini banyak yang berdiri, dengan banyaknya usaha restoran 

dapat memberikan kontribusi yang tinggi, artinya semakin banyak restoran 

yang berdiri semakin banyak pula Wajib Pajak restoran yang akan 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga pemerintah Kota 

Madiun dapat mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah guna 

membangun kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.  

Pajak Restoran merupakan pajak yang pelayanannya disediakan oleh 

restoran. Pajak Restoran dipungut oleh Badan pendapatan daerah, maka dari itu 

Pajak Restoran menganut Self Assessment System. Objek Pajak Restoran juga 

memiliki berbagai macam fasilitas yang dipungut, yakni terdiri dari Rumah 

Makan, Kafetarian, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa Boga 

dan Katering. Berikut merupakan penerimaan Pajak Restoran di Kota Madiun 

pada tahun 2015 s/d 2019 : 

Tahun Target  

(Rp) 

Realisasi 

 (Rp) 

Presentase 

(%) 

2015 2.905.000.000,00 4.931.423.995,02 1.697% 

2016 4.360.000.000,00 5.564.700.875,66 1.276 % 

2017 4.950.000.000,00 7.184.100.061,77 1.451 % 
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2018 8.500.000.000,00 9.105.087.235,13 1.071 % 

2019 10.750.000.000,00 12.986.705.054,18 12,06 % 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2015 s/d 2019  

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun  

 

Tabel 1.1 yang merupakan hasil penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak 

Restoran pada tahun 2015 s/d 2019, pada tahun 2015 target dan realisasi 

mengalami peningkatan. Perolehan pajak restoran pada tahun 2019 juga 

mengalami peningkatan, jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. 

Presentase dari penerimaan pajak restoran dapat menyimpulkan bahwa hasil 

penerimaan dalam tahunan atau lima tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Proses penerimaan pajak restoran ini tidak terlepas dari proses 

pendataan dan pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran dan 

penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.   

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran yang terdapat di Kota 

Madiun telah mencapai kurang lebih 220 wajib Pajak Restoran yang terdaftar 

pada tahun 2019, namun ada beberapa pengusaha restoran yang masih belum 

mendaftarkan dan mendata objek pajaknya akan di terbitkan surat panggilan 

atau langsung dikenakan objek pajak restoran oleh petugas (fiskus), selain itu 

yang menjadikan pendataan objek pajak restoran yaitu warung makan, pada 

tahun 2019 pertengahan tidak dipungut pajak dengan  menggunakan benda 

berharga, hal tersebut telah diatur berdasarkan ketetapan pemerintah daerah 

Kota Madiun. Badan pendapatan Daerah Kota Madiun meningkatkan pendataan 

dan pendaftaran dari tahun ke tahun, berikut data potensi pajak restoran tahun 

2019 yang telah mendaftar dan mendata objek pajak restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Madiun: 

Tahun Pajak Restoran/Warung Jumlah Wajib Pajak 

2018 Pajak Restoran 200 

 Warung 617 

2019 Pajak Restoran 220 

 Warung - 
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Tabel 1.2  Potensi Pajak Restoran pada Tahun 2018 s/d 2019  

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun  

 

Tabel 1.2 merupakan Potensi Pajak Restoran pada tahun 2018 s/d 2019, 

berdasarkan tabel tersebut merupakan data pendataan wajib pajak yang telah 

terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, pada tahun 2018 potensi 

wajib pajak yang terdaftar terdiri dari wajib pajak restoran yang objek pajaknya 

terdiri dari rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan jasa boga atau 

catering, sedangkan warung yang dimaksud dalam potensi tersebut yaitu 

pedagang kaki lima yang dipungut pajak restoran dengan menggunakan benda 

berharga, namun pada tahun 2019 warung tidak dikenakan pajak restoran 

karena telah diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 

pasal 24 ayat (2b).  

Perhitungan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak restoran dengan 

menghitung pendapatannya dalam satu bulan, namun dalam perhitungan 

tersebut terdapat beberapa wajib pajak yang pembayarannya tidak sesuai 

dengan hasil pendapatannya dalam satu bulan, tetapi ada banyak wajib pajak 

restoran menghitung berdasarkan pendapatannya selama satu bulan. Berikut 

beberapa daftar wajib pajak yang telah menghitung dan melaporkan 

pendapatannya dalam satu bulan dan satu tahun.  

Usaha Pendapatan 

1  Bulan 

Rata-Rata Pendapatan   

1 Tahun 

Rata-Rata 

 2018 2019 2018 2019 

Depot Akur  Rp 2.070.571 Rp 1.748.421 Rp   24.846.852  Rp  20.981.052 

RM. Wijaya  Rp     68.650 Rp      68.550 Rp       823.800 Rp       822.600 

Nasi Pecel 

Wir Kabul 

Rp    150.000 Rp    147.917 Rp    1.800.000 Rp    1.775.004 

Warung 

Pojok  

Rp    250.000 Rp    250.000 Rp    3.000.000 Rp    3.000.000 

Depot 

Suronatan  

Rp 2.183.375 Rp 2.175.008 Rp  26.200.500 Rp  26.100.096 
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Nasi Pecel 

Murni 

Rp       75.000 Rp       75.000 Rp       900.000 Rp        900.000 

Tabel 1.3  Perhitungan Pajak Restoran di Kota Madiun Tahun 2018 s/d 

2019  

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun  

 

Tabel 1.3 merupakan perhitungan pendapatan Pajak Restoran dicKota 

Madiun dalam satu bulan dan dalam satu tahun dapat menyimpulkan bahwa, 

beberapa objek pajak restoran ketika menghitung dan melaporkan pajaknya dari 

tahun 2018 dan 2019 pendapatannya stabil atau sama, sedangkan wajib pajak 

yang lainnya dalam menghitung dan melaporkan pendapatannya mengalami 

peningkatan bahkan mengalami penurunan. Terdapat beberapa objek pajak 

restoran yang pendapatannya kurang dari Rp 200.000 per hari, namun masih 

dipungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.  

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan Self Assessment System 

khususnya Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kota Madiun tidak lagi 

menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), hal tersebut telah diatur 

dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 37. Sedangkan Official 

Assessment System masih diterbitkannya SKPD yang nantinya akan diserahkan 

ke wajib pajak dan dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen saat akan 

melaporkan pajak terhutangnya pada bulan berikutnya.  

Pembayaran dan penagihan Pajak Restoran, dalam pembayaran dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui bank dan petugas TPPD, pembayaran 

dilaksanakan paling lambat 7 hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, 

namun sebelum peraturan tersebut dilaksanakan, dalam pembayaran tersebut 

banyak wajib pajak yang membayar kepada petugas, sedangkan petugas 

mendatangi wajib pajak restoran untuk menagih pajak terhutangnya. Setelah 

adanya peraturan baru, semua pembayaran dilaksanakan ke Badan Pendapatan 

Daerah Kota Madiun melalui TPPD (Tempat Pelayanan Pajak Daerah). 

Sedangkan dalam penagihan dapat menerbitkan surat penagihan bagi wajib 

pajak yang telat dalam membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.  
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Pelaporan Pajak Restoran dapat dilakukan langsung ke Badan Pendapatan 

Daerah Kota Madiun melalui petugas TPPD dengan menyerahkan dokumen 

yang terlampir. Sebelum adanya peraturan terbaru, dalam pelaporan tersebut 

dapat dilakukan melalui petugas (fiskus) dan  wajib pajak tidak perlu datang ke 

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.  

Berdasarkan uraian atau latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk 

menulis karya terkait pajak restoran dengan judul “Mekanisme Pemungutan 

Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan ruang lingkup yang dibuat ketika penyusunan Laporan Praktek 

Kerja Nyata ini agar proses penulisan dan pembahasan tidak melebar dan dapat 

difokuskan pada suatu pokok bahasan, maka penulis berusaha membuat suatu 

ruang lingkup yaitu “Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ?” 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) di Kota Madiun bertujuan untuk memahami tata cara pelayanan pajak 

daerah dan prosedur pendaftaran dan pendataan, perhitungan, penetapan, 

pembayaran dan penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Madiun, mengetahui tupoksi bagian pendaftaran dan pendataan, perhitungan, 

penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Madiun, Mengetahui implementasi peraturan Undang-Undang, Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota mengenai Pajak Daerah di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Madiun, mengetahui permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dalam Pemungutan Pajak Restoran. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

a. Bagi Mahasiswa  
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1) Memahami prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah  (BAPENDA) Kota Madiun.  

2) Sarana untuk Praktek Kerja Nyata (PKN) dan menerapkan ilmu-

ilmu yang diterima selama bangku kuliah yang khususnya terkait 

dengan penetapan dan pembayaran pajak restoran  

3) Menambah wawasan  informasi pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Madiun 

4) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengelolaan 

data yang bersistem maupun manual  

b. Bagi Universitas Jember  

1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun 

2) Membantu Universitas Jember mencetak mahasiswa yang 

berkualitas. 

3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar 

di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 

1) Pada hasil laporan Praktek Kerja Nyata ini bagi instansi dapat 

digunakan sebagai masukan, sarana informasi dan masukan dalam 

menentukan kebijakan terhadap pajak daerah di Kota Madiun upaya 

peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah 

terutama Pajak Restoran.  

2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja 

3) Sebagai saran yang menghubungkan antar lembaga dengan instansi 

terkait dalam penyediaan lapangan pekerjaan 
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BAB 2.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”   

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan 

dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara. Secara sederhana, pajak 

berfungsi sebagai sumber keuangan Negara dan mempunyai fungsi mengatur 

pemasukan Negara (Hartanti, 2015:2)  

2.1.2  Fungsi Pajak  

 Pajak  memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, 

terutama dalam pelasanaan pembangunan perekonomian negara yang dimana pajak 

sendiri merupakan sumber pendapatan negara. Dalam pembangunan tersebut pajak 

berperan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Maka pajak 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi Anggaran ( Budgetair ) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran (Mardiasmo, 2018:4).  Dalam 

penjelasan tersebut pajak merupakan sumber dana negara untuk 

melaksanakan pembangunan yang diperoleh dari penerimaan pajak. Selain 

digunakan untuk pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan 

belanja barang,belanja pegawai,pemeliharaan dan lain sebagainya. 

b. Fungsi Mengatur ( Regulerend ) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 
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2018:4). Fungsi pajak sebagai mengatur ini dimaksud untuk mengelola 

sistem pajak yang sebagaimana di atur sebaik mungkin agar perpajakan 

dapat adil bagi warga negara. Selain itu pajak merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Seperti contohnya pajak mengatur mengenai pajak barang 

mewah yang dikenakan tarif tinggi, hal ini diatur agar mengurangi gaya 

hidup yang konsumtif. 

2.1.3 Azas Pengenaan Pajak  

Terdapat beberapa azas yang dapat digunakan oleh negara untuk azas yang 

digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, 

khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11). Azas utama 

yang sering digunakan oleh negara adalah:  

a. Azas domisili atau azas kependudukan  

Negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak orang 

pribadi atau badan yang bertempat tinggal di negara itu, baik penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib 

pajak dalam negeri.   

b. Azas Sumber  

Negara yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh 

orang pribadi atau badan, apabila penghasilan yang diterima oleh orang 

pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di 

negara itu. Pada azas ini, mengenai status tidak menjadikan persoalan, 

karena yang menjadikan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal 

dari negara.  

c. Azas Kebangsaan  

Azas kebangsaan ini yang menjadikan pengenaan pajak yaitu status 

kewarganegaraan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan 

yang akan dikenakan pajak di negara itu. 

2.1.4 Pengelompokan Pajak  

 Pajak memiliki pengelompokan perpajakan sebagai berikut: 

a. Pembagian pajak menurut golongan  
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1) Pajak langsung adalah pajak yang tanggungannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan 

langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh) 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggungannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Pembagian pajak menurut sifat 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang didasari pada subjek yang selanjutnya 

dicari syarat objektifnya, dengan artian memperhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak, contoh : Pajak Pengahasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang didasari oleh objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBm).  

c. Pembagian pajak menurut pemungutan  

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat 

yang berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.  

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang 

berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan lain-lain (Sumarsan, 

2017:12).  

2.1.5 Pembangunan Hukum Pajak  

  Hukum pajak dibagi menjadi dua macam ketentuan, yaitu :  

a. Hukum Pajak Materil 

Hukum Pajak Materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang 

dikenai pajak (subjek), berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang 

timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah 

dan wajib pajak (Waluyo, 2017:12) 
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b. Hukum Pajak Formal 

Hukum Pajak Formal merupakan sekumplan peraturan yang memuat tata 

cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak 

formil berisikan ketentuan yang memuat antara lain; 1. Sistem dan prosedur 

pemungutan pajak; 2. Ketentuan tentang pendaftaran/regritasi; 3. Ketentuan 

tentang pemberitahuan pelaksanaan kewajiban perpajakan; 4. Tata cara 

pembayaran perpajakan; 5. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak; 6. Penetapan dan surat ketetapan pajak; 7. Kewajiban 

menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan; 8. Kewenangan 

instansi perpajakan untuk melakukan pemeriksaan; 9. Penagihan pajak 

dengan surat paksa; 10. Sanksi administrasi dibidang perpajakan; 11. 

Ketentuan tentang penyelesaian pajak; 12. Tindak pidana di bidang 

perpajakan; dan 13. Penyidikan tindak pidana perpajakan (Bustamar, 

2018:142) 

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak 

 Ada beberapa kedudukan tentang Hukum Pajak yaitu:  

a. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik  

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. Hukum 

Publik merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang engatur 

hubungan antara pemerintah dengan warganya, yang memuat cara-cara 

untuk mengatur pemerintahan. Dalam mempelajari bidang hukum, hal ini 

mempunyai sifat umum atau biasa disebut Lex Specialis Derogat Lex 

Generalis, berarti ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan 

ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini peraturan khusus adalah 

Hukum Pajak sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik lain yang 

sudah ada sebelumnya (Pohan, 2014:28).   

b. Hukum Pajak dengan Hukum Perdata  

Hukum Perdata merupakan suatu bagian dari krseluruhan hukum yang 

mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Hukum pajak selalu ada 

sangkut pautnya dengan Hukum Perdata. Kebanyakan dari hukum pajak 

mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, dan 
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perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, 

seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak 

karena warisan, dan sebagainya (Pohan, 2014:28).   

c. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana  

Hukum pajak dengan hukum pidana merupakan bentuk ancaman pidana 

terdapat dalam KUHP dan juga terdapat pada Undang-undang lainnya 

sebagai contoh sanksi pidana yang ada pada undang-undang lainnya 

dirumuskan dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak 

pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan lain sebagainya. Ketentuan di 

bidang pajak tertuang pada PAsal 38 sampai Pasal 43 Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Waluyo, 2017:8). 

2.1.7  Sistem Pemungutan Pajak  

 Mardiasmo (2018:9) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu :  

a. Official Assessment System  

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak.  

Ciri-Ciri Official Assessment System yaitu: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.  

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

b. Self Assessment System  

Meupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-ciri Self Assessment System yaitu: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri.  

2) Wajib pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang.  
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3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

c. Withholding Tax System  

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak.  

Ciri-ciri Withholding Tax System yaitu: 

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  

2.1.8  Hambatan Pemungutan Pajak  

 Mardiasmo (2018:11) menyimpulkan bahwa Hambatan Pemungutan Pajak, 

yaitu : 

a. Perlawanan pasif  

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat dibebankan oleh: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.  

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.  

b. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain: 

a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang.  

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak).  

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak  

 Sumarsa (2017:7) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak ada 4, yaitu: 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil  

Pajak juga seperti produk hukum, dikarenakan pajak mempunyai tujuan 

untuk menciptakan keadilan dari segi pemungutan pajak. adil dalam 

peraturan perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.  

b. Pemungutan Pajak Tidak Menganggu  
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Pemungutan pajak tidak boleh sampai menganggu roda perekonomian dari 

kondisi perdagangan, kegiatan produksi, ataupun jasa. Pemungutan pajak 

juga tidak boleh sampai menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan 

menengah.  

c. Pemungutan Pajak Harus Efisien  

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. agar pajak yang diterima bisa lebih 

tinggi daripada biaya pemungutan pajak. maka dari itu pemungutan pajak 

harus lebih mudah dan sederhana agar bisa lebih mudah untuk membayar 

pajak karena sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami 

oleh Wajib Pajak.  

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana   

Sistem yang sederhana akan membuat Wajib Pajak lebih termudahkan 

dalam membayar pajak. Sebab banyak masyarakat yang mengeluh dan akan 

terjadi penghindaran pajak dikarenakan oleh sistem pemungutan pajak yang 

terlalu rumit dipahami oleh Wajib Pajak. oleh karena itu sistem pemungutan 

pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.  

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum  

 Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.2.2 Pajak Daerah  

 Mardimasmo (2018:14) terdapat beberapa istilah yang sering berkaitan 

dengan Pajak Daerah, sebagai berikut: 

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat didaerah tersebut 

yang didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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a. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat 

memaksa dan telah diatur undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan 

secara langsung, yang akan berguna untuk kepentingan dan kemakmuran 

daerah.  

b. Badan, adalah sekumpulan dari beberapa individu dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan 

usaha, yang melputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana pensiun, yayasan, 

organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

c. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. 

d. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar,memotong 

dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewakiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

2.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 bagian, sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) yaitu: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Air Permukaan; 

4) Pajak Rokok. 

b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) yaitu: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan;  

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8)  Pajak Sarang Burung Walet; 
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9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

2.2.4 Tarif Pajak Daerah  

Tarif setiap jenis Pajak Daerah sebagai berikut: 

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor  

Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% 

(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat 

ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua persen) dan 

tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); 

b. Tarif Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan tarif paling rendah yaitu 

0,5% (nol koma lima persen) dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen); 

c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan tarifnya paling 

rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar 

0,2% (nol koma dua persen). 

d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : penyerahan pertama sebesar 20%, 

dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk Kendaraan 

Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan 

umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk: 

e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%; 

1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen). 

3) Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%; 

4) Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. 

Sedangkan tarif pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%; 
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b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10%; 

c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa 

pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, 

permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan 

dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian 

rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10%; 

d. Pajak Reklame 25%; 

e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber 

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan penggunaan 

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%; 

g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%. 

Tarif-tarif pajak daerah tersebut telah diatur pada Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

 

2.3 Retribusi Derah  

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah merupakan pungutan oleh pemerintah terhadap individu 

yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pmerintah dengan adanya 

kontraprestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan 

jasa tersebut (Anggoro,2017:248).  

2.3.2 Berdasarkan Sifat 

Anggoro (2017:240) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai 2 

sifat yaitu: 

a. Sifat Pemungutannya 

Dari segi sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu 

yaitu individu yang telah menikmati jasa pemerintah yang bisa ditunjuk, 
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yang merupakan hasil timbal balik atas jasa atau barang yang telah 

disediakan dari pemerintah daerah tersebut.   

b. Sifat Paksaannya  

Dari segi sifat paksaannya yang dimaksud adalah retribusi daerah bersifat 

ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah bersifat ekonomis dan 

pada akhirnya hasil retribusi daerah tersebut diserahkan kepada pihak yang 

bersangkutan guna membayar atau tidak membayar.  

2.3.3 Objek Retribusi Daerah  

Azhari Aziz (2016:280) yang menjadi Objek Retribusi Daerah 

adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum  

1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.  

3) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.  

4) Jenis Retribusi Jasa Umum teridiri dari : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  

c. Retrubusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
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i. Retribusi Penggantian Biaya Biaya Cetak Peta; 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;  

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;  

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  

b. Retribusi Jasa Usaha  

Objek dari Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi: 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal; 

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta.  

Jenis retribusi jasa usaha adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan;  

d. Retribusi Terminal;  

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

f. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa; 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;  

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;  

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;  

j. Retribusi Penyebrangan di Air;  

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;  

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum 
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dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi perizinan dimaksudkan 

untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan 

pengendalian, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah 

daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk 

melaksanakan fungsi ini, pemerintah daerah mungkin masih 

mengalami kekurangan dana yang tidak selalu dapat dicukupi dari 

sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan 

tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat 

dipungut retribusi, yaitu : 

1)  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol  

3) Retribusi Izin Gangguan  

4) Retribusi Izin Trayek  

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan 

 

2.4  Perbedaan Pajak dengan Retribusi  

Anggoro (2017:241) ada beberapa perbedaan pajak dan retribusi, yaitu : 

a. Dari segi Keputusan  

Dari segi keputusan Pajak mempunyai keputusan dari undang-undang 

pemerintah pusat. Bila retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah 

daerah. 

b. Dari segi Ketetapan 

Dari segi ketetapan Pajak diatur oleh Undang-Undang. Bila retribusi diatur 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.   

c. Dari segi Pihak Pemungut 

Dari segi pihak pemungut Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat. Bila 

retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.  

d. Dari segi Pihak Pemungut  

Dari segi pihak pemungut Pajak memiliki sifat Wajib yang dapat 

dipaksakan. Bila retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.  

e. Dari segi Imbalan/Jasa 
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Dari segi imbalan/Jasa Pajak memiliki sifat yang tidak mendapat 

imbalan/Jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapatkan imbalan jasa 

secara langsung.  

f. Dari segi Sumber Pendapatan  

Dari segi pendapatan Pajak menrupakan sumber pendapatan pemerintah 

pusat. Bila retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.  

 

2.5 Pajak Restoran Di Kota Madiun 

2.5.1 Pengertian Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalam pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, 

dalam pengenaan pajak restoran ini yang dikenakan pajak adalah konsumen atau 

pembeli makanan. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, 

kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.  

Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 22 

hingga 23.   

2.5.2 Objek Pajak Restoran  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Objek Pajak 

Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran 

termasuk rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk 

jasa boga/katering.   

2.5.3 Bukan Objek Pajak Restoran  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Pajak 

Restoran yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah pelayanan 

yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.  

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran  

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran termasuk rumah makan, 

kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang 
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disertai fasilitas penyantapan atau disantap di tempat lain. Pengusaha sebagai 

penanggung Pajak Restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak 

yang seharusnya terutang.  

2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran  

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.  

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran  

e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada 

Kabupaten/Kota yang dimaksud.  

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Restoran   

Azhari Aziz (2015:152) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam 

pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, kafetarian, kantin, warung, 

bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang disertai fasilitas penyantapan 

atau disantap di tempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapan dan 

memberikan pelayanan di tempat (take way). 

2.5.7 Tarif Pajak  

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan 

pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.  

2.5.8 Pendaftaran dan Pendataan  

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, tata cara 

pendaftaran dan pendataan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjek dan objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, wajib mendaftarakan diri dan melaporkan usahanya ke BAPENDA. Wajib 
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pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya akan mendapatkan 

NPWPD.  

2.5.8.1 Pendaftaran  

Wajib pajak pajak dapat mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan 

pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yaitu 

sebagai berikut: 

a. Satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak 

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda 

d. Mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap  

e. Dilapiri dokumen pendukung seperti, Fotocopy identitas Wajib Pajak 

dan identitas kuasa Wajib Pajak 

f. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus 

dilampiri dengan surat kuasa.  

2.5.8.2 Pendataan  

Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak aerah 

secara berskala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. Pendataan dilakukan 

kepada wajib pajak yang bedasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh 

BAPENDA menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan 

diri untuk diberikan NPWPD.  

2.5.9 Pemungutan dan Perhitungan Pajak  

Azhari Aziz (2015:153) Pemungutan tidak dapat diborongkan dan pajak 

dipungut berdasarkan penerapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib 

pajak, dengan tidak dapar diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan 

pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Wajib pajak 

memenuhi kewajiban pihak yang dipungut dengan menggukanakan 

SKPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.  

 Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan 

dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan 
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sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk 

di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki 

lima, kolam pancing dan/atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah. Apabila 

wajib pajak menggunakan mesin Cash Register wajib memasukkan program 

pengenaan pajak restoran sebesar 10% dan kepada konsumen diberikan nota Cash 

Register sebagai bukti pembayaran. 

2.5.10 Masa dan Saat pajak terutang  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Masa Pajak 

Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Saat Pajak Restoran terutang terjadi pada 

saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan 

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran 

2.5.11 Penetapan Pajak Restoran  

 Azhari Aziz (2015:155) setiap wajib pajak yang mengisi SPTPD harus diisi 

dengn jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

SPTPD yang dimaksud disampaikan kepada walikota/bupati selambat-lambatnya 

15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD 

walikota/bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila 

tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dan ditagih 

dengan menerbitkan SKPD.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, SKPD 

diterbitkan untuk Pajak Reklame dan Pajak air tanah, sedangkan Pajak Restoran 

yang pemungutannya menggunakan (Self Assessment System) tidak diterbitkan 

SKPD, namun SKPD diterbitkan bagi Pajak Restoran dengan objek pajak berupa 

warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga diterbitkan 

berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dan Wajib Pajak dalam tiga 

bulan terakhir.  

2.5.12 Pembayaran Pajak  

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, 

pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/ 
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SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat 

lainnya yang telah ditunjuk oleh Walikota. Pembayaran disesuaikan dengan 

nominal yang tertera pada SSPD dan/atau SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD. 

2.5.13 Penagihan Pajak 

Azhari Aziz (2015:157) surat teguran atau surat peringatan atau surat 

lainnya sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 

7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, 

wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.  

Penagihan pajak daerah dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/ 

SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang 

dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.  

2.5.14 Penyampaian SPTPD  

 Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 , SKPD 

adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip Self Assessment System). SPTPD Pajak Restoran 

memuat data : 

a. Jumlah meja makan dan kursi  

b. Hari dan jam operasi 

c. Ketersediaan layanan pesan antar;dan 

d. Rata-rata jumlah pengunjung harian   
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BAB 3.    METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1  Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

a. Lokasi Kegiatan  

 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai surat tugas nomor 

4399/UN.1.2/SP/2019 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan  di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Jl Soekarno-Hatta No 17 Madiun 

b. Waktu Pelaksanaa Kegiatan  

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 

62 hari kerja, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. 

sesuai dengan kebijakan dari bagian Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 

Kota Madiun,yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor  

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (2020) 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin – Kamis 07.00 – 15.30 

Jum’at 06.30 – 14.30 

Sabtu – Minggu Libur 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata  

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan  

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Lapotan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan Judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Madiun. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini, penulis 

ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu bagian 

pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan. Bagian pendaftaran dan 

pendataan, penetapan, penagihan penulis diberi tugas menata Surat Pajak Terutang 

Pajak Daerah (SPTPD) sesuai nomor NPWD,  merekap data Pajak Non PBB dan 

PBB, menginput hasil setoran pajak pada sistem online SKID, mengetik data 

potensi dan menghitung atau membantu menetapkan pajak daerah yang dikenakan 
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oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang berkaitan dengan kebutuhan 

Tugas Akhir penulis. 

3.2.2  Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksaan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, 

untuk kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.00 dengan apel pagi. Hari jum’at 

diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam maupun kerja bakti yang jadwal 

kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktik 

Kerja Nyata, yaitu : 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah  

Kota Madiun  

No Waktu  

Dan 

 Penanggung Jawab  

Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. 3 Februari 2020  

Atika Pudjiastuti, S.E 

Perkenalan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kota Madiun 

 

Mengetahui tentang 

Kantor dan perkenalan 

kepada Karyawan Badan 

Pendapatan Daerah Kota 

Madiun  

2. 4 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Mempelajari dasar 

hukum Pajak Daerah 

dan Peraturan 

Walikota tentang 

Pajak Daerah 

Memahami dasar hukum 

pajak daerah dan 

peraturan walikota yang 

membahas tentang Pajak 

Daerah di Kota Madiun  

3. 5 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Wawancara dengan 

Bapak sadimin 

Kasubid  bagian 

pendataan dan 

pendaftaran 

mengenai 

Memahami bagimana 

petugas  

melakukan pendataan 

Wajib Pajak yang belum 

terdaftar dan sudah 

terdaftar pada 
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mekanisme petugas 

mendata dan wajib 

pajak mendaftarakan 

usahanya pada 

BAPENDA 

BAPENDA dan 

mekanisme pendaftaran 

Wajib Pajak ketika akan 

melaporkan Usahanya 

atau Pajak Daerah 

4. 6 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Menghitung 

rekapan/billpajak 

restoran, pajak hotel 

dan pajak hiburan 

Mengetahui perhitungan 

rekapan/billpajak 

restoran, pajak hotel dan 

pajak hiburan 

 

5. 7 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Mengikuti rapat 

pembahasan 

mengenai tata cara 

pelayanan 

BAPENDA Kota 

Madiun yang baru 

berdasarkan 

Peraturan Walikota 

No 5 Tahun 2019 

Memahami tata cata 

pelayanan Pajak Daerah, 

sebelum dan sesudah 

ditetapkan Peraturan 

Walikota No 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak  

 

6. 10 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Mengetik data 

potensi Pajak Daerah 

di tahun 2020 pada 

bagian pendataan 

dan pendaftaran  

Mengetahui daftar 

potensi Pajak Daerah 

yang terdapat di Kota 

Madiun dan bagaimana 

cara petugas bagian 

pendataan dan 

pendaftaran memproses 

data potensinya pada 

tahun 2020 

7. 11 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Menghitung 

rekapan/bill Pajak 

Mengetahui bagaimana 

wajib pajak hiburan dan 
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Hiburan dan Pajak 

Restoran  

restoran, merekap 

omzetnya dalam satu 

bulan dan meneliti 

perhitungan rekapan/ bill 

wajib pajak hiburan dan 

restoran.  

8. 12 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Memilah Formulir 

SPTPD atas Pajak 

Hotel/kost dan pajak 

restoran  

Mengetahui bagaimana 

isi formulir SPTPD pajak 

hotel/kost dan pajak 

restoran yang telah 

melaporkan SPTPD pada 

BAPENDA  

9. 13 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Wawancara dengan 

Ibu Ratih tentang 

cara menetapkan 

Pajak Daerah  

Mengetahui prosedur 

penetapan Pajak Daerah 

pada bagian penetapan  

 

10. 14 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Mengetik data 

penagihan atas pajak 

reklame  

Mengetahui data 

penagihan pajak reklame 

yang telah dibayar 

maupun yang belum 

membayar pajak reklame 

11. 17 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Merekap SSPD 

Pajak PBB ke buku 

DHKP tahun 2019 

Mengetahui jumlah 

pembayaran SSPD Pajak 

PBB Wajib Pajak Daerah 

Kota Madiun  

12. 18 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Merekap tanda bukti 

pembayaran atas 

pajak reklame, pajak 

restoran, pajak kost 

Mengetahui cara merekap 

tanda bukti pembayaran 

dan mengetahui bentuk 

tanda bukti pembayaran 
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pada buku register 

petugas penagihan  

atas pajak reklame, pajak 

restoran, pajak kost pada  

13. 19 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Stempel SPPT PBB  Mengetahui SPPT PBB 

setelah di cetak dan 

stempel SPPT  

14. 20 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Check List data 

SPPT pada aplikasi 

Sismiop PBB 

Mengetahui cara  

mengoperasikan aplikasi 

Sismiop PBB  

 

15. 21 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Wawancara dengan 

petugas penagihan 

Bapak Yudi 

Supriyanto mengenai 

system pembayaran 

dan penagihan pada 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Madiun  

Mengetahui prosedur 

pembayaran dan 

penagihan pajak daerah 

hingga penerbitkan surat 

peringatan dan panggilan 

bagi wajib pajak yang 

telat membayar pajak 

terhutangnya  

16. 24 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Rekap SKPD Pajak 

Reklame atau Papan 

Nama pada buku 

register bagian 

penetapan  

Mengetahui perhitungan 

dan SKPD Pajak 

Reklame atau Papan 

Nama setelah ditetapkan 

17. 25 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Memilah Formulir 

SPTPD atas Pajak 

Pajak Restoran  

Mengetahui bagaimana 

isi formulir SPTPD  

Ppajak Restoran yang 

telah melaporkan SPTPD 

pada BAPENDA  

18. 26 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Rekap SKPD Pajak 

Air Tanah pada buku 

Mengetahui perhitungan 

dan SKPD Air Tanah 

setelah ditetapkan 
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register bagian 

penetapan 

 

19. 27 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Input tanda bukti 

bayar pada aplikasi 

Sistem Informasi 

Keuangan Daerah 

Kota Madiun  

Mengetahui cara 

mengimput tanda bukti 

bayar Pajak Reklame, 

Pajak Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Hotel pada 

aplikasi Sistem Informasi 

Keuangan Daerah Kota 

Madiun  

20. 28 Februari 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Merekap BPHTB 

pada buku register 

Mengetahui cara merekap 

dan mengetahui isi 

lampiran BPHTB   

21. 2 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Menghitung 

besarnya Pajak Air 

Tanah  

Mengetahui jumlah Pajak 

Air Tanah setelah 

dikaitkan dengan tarif 

Pajak Daerah  

22. 3 Maret 2020  

Atika Pudjiastuti, S.E 

Menghitung 

besarnya Pajak 

Reklame   

Mengetahui jumlah Pajak 

Reklame setelah 

dikaitkan dengan tarif 

Pajak Daerah  

23. 4 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Rekap SKPD Pajak 

Reklame pada buku 

register bagian 

penetapan 

Mengetahui perhitungan 

dan SKPD Pajak 

Reklame setelah 

ditetapkan 

24. 5 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Input tanda bukti 

bayar pada aplikasi 

Sistem Informasi 

Keuangan Daerah 

Kota Madiun  

Mengetahui cara 

mengimput tanda bukti 

bayar Pajak Reklame, 

Pajak Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Hotel pada 
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aplikasi Sistem Informasi 

Keuangan Daerah Kota 

Madiun 

 

25. 6 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Meminta data 

formulir 

pendaftaran, SPTPD, 

rekapan 

penjualan/bill , dan 

tanda bukti bayar 

Pajak Restoran  

Dapat mengetahui 

formulir pendaftaran, 

SPTPD, rekapan 

penjualan/bill , dan tanda 

bukti bayar Pajak 

Restoran 

26. 9 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Turun lapangan 

mengantarkan surat 

panggilan untuk 

pengusaha restoran 

yang belum 

mendaftarkan 

usahanya pada 

BAPENDA dan 

wawancara dengan 

pengusaha restoran  

Mengetahui lokasi Wajib 

Pajak Restoran yang 

belum melaporkan 

penghasilannya dan 

wawancara dengan 

pengusaha  

27. 10 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Meminta data target 

dan realisasi Pajak 

Daerah tahun 2015 

hingga tahun 2019 

Mengetahui data target 

dan realisasi Pajak 

Daerah tahun 2015 

hingga tahun 2019 

28. 11 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Wawancara dengan 

Ibu Indiah mengenai 

pendapatan Pajak 

Daerah pada 

Mengetahui penerimaan 

Pajak Daerah mengenai 

pendapatan Pajak Daerah 

pada BAPENDA Kota 

Madiun 
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BAPENDA Kota 

Madiun 

29. 12 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Menghitung jumlah 

pendapatan pajak 

daerah  

Mengetahui data dan 

jumlah pendapatan Pajak 

Daerah dalam satu hari   

30. 13 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Memilah SPTPD 

Pajak Restoran 

berdasarkan 

NPWPD  

Mengetahui data dan 

jumlah WP Pajak 

Restoran   

31. 16 Maret 2020 

Atika Pudjiastuti, S.E 

Wawancara dengan 

Bapak Jatmiko 

mengenai prosedur 

pemeriksaan Pajak 

Restoran  

Mengetahui prosedur 

pemeriksaan Pajak 

Restoran  

 

3.3  Jenis dan Sumber Data  

3.3.1  Jenis Data  

Dalam jenis data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata yakni 

pendekatan Kuantitatif. Metode Kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian 

yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan (Sugiono, 2012:7).  

3.3.2 Sumber Data  

 Data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata yakni sebagai 

berikut :   

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya 

dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain Arikunto (2013:172).  Sumber 

data pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini menggunakan data primer 

yang didapatkan secara langsung dan data dari pihak pertama kepada 

pengumpul data yang melalui wawancara, dalam data tersebut terdiri dari 

perhitungan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.  
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b. Data Sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

literature, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012:141). Data Sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bugin, 2013:18). 

Data pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini didapatkan dari buku-buku 

Teori Perpajakan dan Teori Metode penelitian.  

 

3.4      Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata, yaitu : 

a. Studi Pustaka  

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan 

jurnal, buku, internet dan refrensi lainnya yang berhbungan dengan Praktek 

Kerja Nyata. Pada studi pustaka ini diperoleh dari buku perpajakan, literatur 

dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan penetapan dan 

pemungutan Pajak Restoran.  

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara sistematis dan 

sengaja, dalam melakukan observasi tersebut dilakukan secara pengamatan 

dan pencatatan terhadap permasalahan yang terjadi. Ketika melakukan 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengamati proses penetapan dan 

pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 

khususnya dalam bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan. 

c. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 

ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data 

yang dilakukan 5 (lima) kali wawancara. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

ini penulis melakukan wawancara terkait dengan masalah “Mekanisme 
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Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”. 

Narasumber yang diwawancarai yaitu : 

1. Bapak Sadimin mengenai Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak 

Restoran 

2. Ibu Ratih, S.E., mengenai Prosedur penetapan Pajak Daerah 

3. Bapak Yudi Supriyanto, S.H., M.H. mengenai Prosedur pembayaran 

dan penagihan pada BAPENDA Kota Madiun 

4. Ibu Indiah mengenai Pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota 

Madiun 

5. Bapak Jatmiko, S.sos. mengenai Pemeriksaan Pajak Restoran 
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BAB 5.   PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil kegiatan Lapotan Tugas Akhir mengenai Mekanisme 

Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Madiun dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

Pendaftaran merupakan bagian awal untuk melakukan pendaftaran usahanya 

atau objek pajaknya dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

Pajak Restoran dan didata oleh petugas (fiskus) bahwa objek pajaknya telah 

terdaftar. Pendaftaran dan pendataan dilakukan pada Tepat Pelayanan Pajak Daerah 

(TPPD), namun dalam pelayanan tersebut masih ditempatkan pada subbagian 

pendaftaran dan pendataan,sehingga belum sesuai dengan Peraturan Walikota 

Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (61) dan penerbitan kartu NPWPD dan Surat 

Keterangan Terdaftar belum terlaksanakan.  

Perhitungan Pajak Restoran menggunakan Self Assessment System, Wajib Pajak 

menghitung rekapan/bill penjualannya dan dihitung berdasarkan Tarif Pajak 

Restoran 10% (sepuluh persen), dalam perhitungan tersebut terdapat service charge 

yang biasanya di terapkan pada pengusaha restoran yang mayoritas pendapatannya 

tinggi. Adanya rekapan penjualan yang wajib dilapirkan ketika akan melaporkan 

pajak restoran. Namun dalam rekapan tersebut dalam bentuk format yang berbeda-

beda, yaitu salah satu restoran masih menggunakan system manual dan ada yang 

menggunakan system computer, namun dalam penggunaan system manual terdapat 

banyak kendala, yaitu nota/bill penjualan yang tidak dilampirkan dan biasanya 

hanya melampirkan rekapan penjualan.  

Penetapan Pajak Restoran berdasarkan jumlah omzet penjualannya dan 

menghitung tarif Pajak Restoran yang telah dihitung oleh Wajib Pajak Restoran. 

Pada tahun 2020 untuk penerbitan SKPD tidak diterbitkan lagi, khususnya system 

pajak daerah menggunakan Self Assessment System , sehingga penerbitan tersebut 

di terbitkan bagi pajak yang menggunakan Official Assessment System. Namun 

adanya transisi ini, beberapa Wajib Pajak ada yang belum mengerti atau belum jelas 

jika tidak lagi diterbitkannya SKPD.   
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Pembayaran pajak terhutanya dapat melalui Bank yang telah ditunjuk 

Bupati/Walikota atau melalu petugas (fiskus) berdasarkan tanggal jatuh tempo 

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak dan Wajib 

Pajak mendapatkan Tanda Bukti Setor Pajak Daerah (TBSPD). Pembayaran 

melalui Bank biasanya dilakukan oleh objek pajak restoran yang pendapatannya 

banyak. Pembayaran melalui petugas TPPD biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak 

Restoran yang penghasilannya di atas Rp 200.000. 

Penagihan terjadi ketika wajib pajak belum membayarakan pajak berdasarkan 

jatuh tempo yang telah ditentukan, maka petugas penagihan memberikan surat 

peringatan agar wajib pajak membayarkan pajak terhutangnya, dan ada beberapa 

wajib pajak yang mengabaikan surat tersebut hingga adanya surat peringatan 3 

(tiga) kali untuk wajib pajak tersebut. 

Pelaporan Pajak Restoran merupakan bagian atau prosedur paling akhir, 

sebelum melaporkan Pajak terhutangnya, Wajib Pajak dapat mendaftarkan objek 

pajaknya, menghitung penghasilannya usahanya, menyerahkan perhitungan 

tersebut dan membayar pajak terhutangnya, setelah itu melaporkan Pajak Restoran 

dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atas Pajak Restoran 

beserta dokumen rekapan/bill penjualan dan tanda bukti pembayaran ketika 

membayar pajaknya pada Bank. Terdapat beberapa kendala bagi Wajib Pajak, yaitu 

mengisi formulir  SPTPD adanya perubahan bentuk formulir baru, terutama dalam 

pengisian Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kelengkapan dokumen – dokumen yang 

dilampirkan dalam pelaporan, rekapan penjualan yang tidak dilampirkan dalam 

pelaporan, ketidaksesuaian terhapap jumlah yang dilaporkan pada formulir SPTPD  

bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan rekapan/nota/bill yang telah dilampikan, 

adanya Wajib Pajak yang meminta petugas (fiskus) untuk mengisi formulir SPTPD.  
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5.2   Saran  

 Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan 

Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Madiun sebagai berikut : 

1. Badan Pendapatan Daerah harus mempertahankan tata cara pemungutan 

pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota No 5 tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sebagaimana dimaksud peraturan tersebut 

merupakan peraturan yang terbaru dan memperbaiki tata cara pemungutan 

yang sebelum adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019.  

2. Upaya mengatasi masalah wajib pajak yang belum melaporkan usahanya 

kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, petugas 

dapat meningkatkan proses pendataan dan pendaftaran di wilayah Kota 

Madiun. Petugas dapat melakukan proses pendaftaran dan pendataan pada 

Tempat pelayanan Pajak Daerah (TPPD), agar Wajib Pajak tidak 

kebingungan dalam melaksanakan proses tersebut  

3. Petugas dapat menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWPD  

4. Petugas dapat megawasi masalah perhitungan dan meneliti rekapan 

penjualan atau nota/bill Wajib Pajak Restoran, agar meminimalisir Wajib 

Pajak Restoran yang tidak jujur atau yang telah memanipulasi penjualannya. 

5. Penggunaan Tapping Box lebih di tingkatkan lagi, agar wajib pajak dapat 

menghitung pendapatannya berdasarkan data yang telah terekam dan wajib 

pajak akan semakin patuh terhadap perhitungan pendapatannya, sehingga 

dapat menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan pajak restoran.  

6. Memberitahukan Wajib Pajak Restoran dengan menerbitkan Surat 

Pemberitahuan  bahwa pajak restotan tidak diterbitkan SKPD 

7.  Memberikan denda dan sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajak 

terhutangnya berdasarkan tanggal jatuh tempo.  

8. Petugas dapat memberikan contoh pengisian formulir pada Tempat 

Pelayanan Pajak Daerah, agar Wajib Pajak tidak kebingungan dalam 

mengisi SPTPD dan lebih ditegaskan lagi kepada wajib pajak yang 

dokumen-dokumennya belum lengkap dapat segera dilengkapi 
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9. Mempertegas Wajib Pajak yang sebelumnya pasif dalam pelaporkan pajak 

restoran, agar pelaporannya dapat langsung ke Badan Pendapatan Daerah 

Kota Madiun melalui petugas TPPD, hal ini agar mengurangi prinsip 

Official Assessment System. 

10. Meningkatkan proses monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak 

Restoran di Kota Madiun.  
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LAMPIRAN 

Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata  
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Surat Permohonan Ijin Magang 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

64 
 

Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata  
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Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata  
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Surat Keterangan Praktik Kerja Nyata  
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Formulir lama Surat Pemberi Tahuan Pajak Daerah  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

70 
 

Formulir lama Surat Pemberi Tahuan Pajak Daerah  
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
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Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
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Transkip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Sadimin  

Hari, Tanggal  : 5 Pebruari 2020 

Jam   : 10.00 – 11.00 

Tempat Wawancara : Ruang bagian pendataan dan pendaftaran 

Topik Wawancara : Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran  

 

Pewawancara  : Selamat pagi pak, mohon maaf menganggu waktunya.  

Narasumber : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Pewawancara : Saya ingin bertanya dan minta penjelasannya mengenai  prosedur 

pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran di BAPENDA Kota 

Madiun pak ? 

Narasumber : Iya, jadi untuk prosedur atau tata cara bagian pendataan dan 

pendaftaran untuk mendata wajib pajak yang telah melaporkan 

usahanya pada BAPENDA, akan langsung kami data dan apabila 

belum melaporkan usahanya, maka kami akan memberikan surat 

panggilan untuk pengusaha tersebut, agar segera melaporkan 

usahannya dan melaporkan penghasilannya yang seharusnya 

dikenakan Pajak Restoran. Wajib Pajak yang telah melaporkan 

usahanya dan penghasilannya segera mengisi formulir pendaftaran 

dan mengisi SPTPD setelah usaha tersebut berjalan.  

Pewawancara : Baik pak, mengenai prosedur tersebut apakah ada dasar hukumnya 

pak ? setahu saya pada Peraturan Daerah hanya menjelaskan aturan-

aturan Pajak Daerah.  

Narasumber : Jadi mengenai dasar hukum Pajak Daerah ada banyak.  

Pewawancara : Dasar hukum yang mengenai Pajak Restoran di Kota Madiun apa 

saja pak ? 

Narasumber : Untuk Peraturan yang hanya khusus Pajak Restoran belum ada 

mbak, namun ada peraturan yang membahas Pajak Restoran.  
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Pewawancara : Iya pak, berarti Peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah itu ya pak ? 

Narasumber : Benar, ada lagi Peraturan Walikota yang baru yaitu Peraturan 

Walikota No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah, Peraturan Walikota Kota Madiun. Pada peraturan tersebut 

membahas prosedur pendataan dan pendaftaran, yang telah 

diterapkan pada awal bulan Januari 2020.  

Pewawancara : Baik pak, mengenai data pendataan Pajak Restoran hingga saat ini 

ada berapa Wajib Pajak yang tercatat pak ? 

Narasumber : Kurang lebih ada 800 Wajib Pajak yang telah terdaftar, dari data 

tersebut sekiranya masih ada yang sudah tutup usaha restorannya 

dan baru buka usaha restorannya. Kami bagian pendataan akan terus 

mencari potensi-potensi Pajak daerah atau Pajak Restoran.  

Pewawancara : Baik Pak, Terimakasih atas penjelasannya mengenai Prosedur 

pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah atau Pajak Restoran Pada 

BAPENDA Kota Madiun.  
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Transkip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Ratih, SE   

Hari, Tanggal  : 13 Februari 2020 

Jam   : 09.00 – 10.00 

Tempat Wawancara : Ruang bagian penetapan  

Topik Wawancara : Prosedur penetapan Pajak Daerah 

 

Pewawancara  : Selamat pagi Bu Ratih, mohon maaf menganggu waktunya.  

Narasumber  : Iya ? 

Pewawancara : Mau Tanya bu, mengenai prosedur penetapan Pajak Daerah di 

bagian penetapan bagaimana ya bu ?  

Narasumber : Jadi prosedurnya untuk menetapkan Pajak Daerah yaitu 

berdasarkan peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 dan Peraturan 

Walikota No 5 Tahun 2019. Bagian penetapan menetapkan pajaknya 

berdasarkan laporan dari Wajib Pajak yang telah membayarkan 

pajak terhutangnya, setelah itu berdasarkan dasar hukum Pajak 

Daerah terdapat tarif – tariff yang dimana pedoman bagian 

penetapan untuk menetapkan Pajak Daerah. Tahap selanjutnya 

bagian penetapan dapat mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak 

Daerah).    

Pewawancara : Lalu bagi pelaporannya menggunakan Self Assessment System dan 

Official Assessment System bagaimana penetapan pajaknya ? 

Narasumber : Bagi bagi Pajak Daerah yang menggunakan Self Assessment System 

harus menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutanya 

terlebih dahulu pada pelayanan BAPENDA, saat pelaporan 

menyerahkan SPTPD dan Rekapan Penjualannya selama satu bulan, 

setelah itu bagian penetapan dapat menetapkan pajak terhutangnya. 

Bagi Official Assessment System ketika Wajib Pajak melapokan 

Pajak Daerahnya , bagian penetapan untuk menetapkan besaran 
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pajak terhutangnya seperti halnya Pajak Reklame, Pajak Non 

PLN/Pajak Genset, dan Pajak Air Tanah. 

Pewawancara : Baik bu, mengenai SKPD apakah diterbitkan untuk semua Pajak 

Non PBB ? 

Narasumber : Sebelum adanya Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019, bagi 

semua Pajak Non PBB dditerbitkan SKPD, namun setelah adanya 

Peraturan Walikota, yang diterbitkan SKPD hanya Pajak Reklame, 

Pajak Non PLN/Genset dan Pajak Air Tahan.  

Pewawancara : Iya bu, mengenai system penerbitan SKPD tersebut apa ada yang 

menggunakan system online ya bu ? 

Narasumber : Saat ini Pajak Non PBB belum menggunakan system online, pada 

BAPENDA Kota Madiun yang menggunakan system online yaitu 

Pajak PBB menggunakan SISMIOP.  

Pewawancara : Baik Bu Ratih, Terima kasih atas penjelasannya mengenai  

Prosedur penetapan Pajak Daerah 
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Transkip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Yudi Supriyanto, S.H.,M.H  

Hari, Tanggal  : 21 Februari 2020 

Jam   : 09.00 – 10.00 

Tempat Wawancara : Ruang bagian penagihan  

Topik Wawancara : Prosedur pembayaran dan penagihan pada BAPENDA Kota 

Madiun   

 

Pewawancara  : Selamat pagi pak Yudi, mohon maaf menganggu waktunya.  

Narasumber  : Iya, ada apa ? 

Pewawancara : Jadi begini pak, saya mau Tanya mengenai prosedur pembayaran 

dan penagihan pada BAPENDA Kota Madiun tahap awal hingga 

akhirnya di bagian penagihan bagaimana ya pak ?  

Narasumber : Untuk tahapan awal yaitu dari bagian pendataan terlebih dahulu 

mendata objek pajak yang dikenakan Pajak Daerah, setelah 

mendaftarkan pajak daerahnya atas usahanya tersebut langsung 

membayarkan pajak terhutangnya selama satu bulan bagi pajak Non 

PBB yaitu Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel/Kost, Pajak Air 

Tanah, Pajak Non PLN. Sedangkan bagi Pajak Reklame masa 

pajaknya satu tahun sekali. Tahap selanjutnya Wajib Pajak dapat 

membayarkan pajak terhutangnya paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender setelah berakhirnya masa pajak.  

Pewawancara : Baik pak, untuk peraturan pembayaran pajak terhutangnya paling 

lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak 

tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 iya 

pak ? 

Narasumber : Benar 

Pewawancara : Metode pembayarannya bagaimana pak ? 

Narasumber : Metode pembayarannya dapat melalu Bank Jatim dan Petugas. 

Apabila membayar melalui Bank Jatim, saat akan melaporkan Pajak 
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ke BAPENDA dapat menyerahkan tanda bukti pembayarannya. 

Sedangkan pembayarannya melalui petugas, saat lapor melalui 

pelayanan, Wajib Pajak dapat langsung membayar Cash kepada 

petugas penagihan yang ada di bagian pelayanan tersebut.  

Pewawancara : Baik Pak, mengenai Wajib Pajak yang telat membayar pajaknya 

atau tidak sesuai jatuh temponya bagaimana tindakan selanjutnya 

pak ? 

Narasumber : Bagian Penagihan mengeluarkan surat peringatan atau surat 

panggilan untuk Wajib Pajak yang telat membayarkan pajaknya.  

Pewawancara : Iya pak, mengenai dendanya bagaimana pak ? 

Narasumber : Berdasarkan Peraturan Walikota dikenakan denda senilai  Rp 

100.000 .  

Pewawancara : Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya.  
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Transkip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Indiah   

Hari, Tanggal  : 11 Maret 2020  

Jam   : 13.00 – 13.30 

Tempat Wawancara : Bagian Sekretariat 

Topik Wawancara : Pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun 

 

Pewawancara : Permisi Bu, Sebelumnya maaf menganggu waktunya. Saya 

mau tanya bu, mengenai pendapatan Pajak Daerah pada 

BAPENDA Kota Madiun 

Narasumber : Baik, silahkan.  

Pewawancara : Jadi mengenai pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 

bagaimana bu ? 

Narasumber : pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan. Dan berdasarkan target dan realisasi lebih 

unggul pada realisasi.    

Pewawancara : Sebelumnya pada peningkatan pendapatan Pajak Daerah 

pada BAPENDA Kota Madiun dari sebelum tahun 2019 

bagaimana bu ?  

Narasumber : Iya terus mengalami peningkatan, seperti contohnya pada 

data penerimaan pendapatan Pajak daerah dari tahun 2015 

hingga 2019 terus meningkat.  

 Pewawancara : Baik bu, terima kasih informasinya.  
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Transkip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Jatmiko, S.Sos 

Hari, Tanggal  : 16 Maret 2020  

Jam   : 10.00 – 10.11 

Tempat Wawancara : Bagian Penagihan 

Topik Wawancara : Pemeriksaan Pajak Restoran  

 

Pewawancara : Permisi Pak, Sebelumnya maaf menganggu waktunya. 

Saya mau tanya pak, mengenai Pemeriksaan Pajak Restoran  

Narasumber : Iya. 

Pewawancara : Mengenai tahap pemeriksaan Pajak Restoran bagaimana 

pak ? 

Narasumber : Tahap pemeriksaan biasanya terjadi adanya kelebihan 

bayar dan kekurangan bayar Pajak Daerahnya. Selain itu 

dalam tiga bulan pelaporan pembayaran Pajak Restoran 

stabil terus, misalnya dalam satu bulan Pajak Restorannya 

Rp 150.000 hingga tiga bulan bahkan 1 tahun berjalan. Jika 

di logika, pendapatan selama satu bulan akan naik turun, 

sehingga jika ditinjau dari grafik pembayaran Pajak Restoran 

akan mengalami naik turun.  

Pewawancara : Hal tersebut langkah yang harus dilakukan petugas 

bagaimana pak dalam memeriksa Pajak yang dilaporkan 

tersebut tidak sesuai ? 

Narasumber : Apabila mengalami lebih bayar atau kurang bayar akan 

kami terbitkan surat ketetapan. Apabila dalam pelaporan 

yang dilaporkan tidak sesuai apa yang dilaporkan, akan kami 

beri surat panggilan dan wajib pajak tersebut tidak hadir 

memenuhi panggilannya, petugas pemeriksa dan pengadilan 

turun lapangan dan memeriksa pembukuannya.  
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Pewawancara : Ketika akan turun lapangan, petugas pemeriksa apakah 

menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengusaha 

restoran tersebut pak ? 

Narasumber : Tentu ada surat tugasnya.  

Pewawancara : Setelah melakukan pemeriksaan dan ternyata benar apa 

yang dilaporkan tidak sesuai dengan penghasilannya, 

langkah selanjutnya apakah diberi sanksi ? 

Narasumber : Untuk saat itu sanksi dan denda belum berlaku, namun 

setelah adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019 untuk 

pengenaan sanksi dan denda telah dikenakan.  

Pewawancara : Mengenai hal tersebut apakah restoran tersebut saat 

melaporkan dan membayar Pajak Restorannya telah sesuai 

dengan pendapatannya selama satu bulan ? 

Narasumber : Sudah sesuai dengan pendapatannya selama satu bulan. 

Pewawancara : Baik pak, Terima Kasih atas penjelasannya mengenai 

pemeriksaan Pajak Restoran.       
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